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MOTTO 

Stay true to North. 

- 5 Seconds of Summer’s Red Desert 
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RINGKASAN 

Regina Noorrachmi. Juni 2026. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 

DIREKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA UNDANG-

UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG BADAN USAHA MILIK 

NEGARA. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Lambung Mangkurat, 128 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Nurunnisa, 

S.H., M.H. 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang memiliki 

karakteristik khusus karena di satu sisi menjalankan kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip korporasi, namun di sisi lain mengelola kekayaan yang berasal dari negara. 

Karakteristik tersebut menyebabkan kedudukan Direksi BUMN sering menjadi 

perdebatan dalam hukum pidana korupsi, khususnya ketika suatu kebijakan atau 

keputusan bisnis menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Perdebatan tersebut 

semakin mengemuka setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 

tentang Badan Usaha Milik Negara yang memperkenalkan sejumlah perubahan 

mendasar terkait pengelolaan BUMN, termasuk pengaturan mengenai kedudukan 

organ BUMN dan konsep kekayaan BUMN. Perubahan tersebut menimbulkan 

pertanyaan mengenai batas antara risiko bisnis yang merupakan konsekuensi 

kegiatan usaha dengan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana 

korupsi, serta mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana Direksi BUMN setelah 

berlakunya undang-undang tersebut. 

Penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok, yaitu: (1) Apa saja bentuk 

kriteria tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direksi Badan Usaha Milik 

Negara? Serta (2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana Direksi Badan 

Usaha Milik Negara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 

tentang Badan Usaha Milik Negara? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

kriteria yang dapat digunakan untuk membedakan antara tindakan Direksi yang 

merupakan bagian dari aktivitas bisnis yang sah dengan tindakan yang memenuhi 

unsur tindak pidana korupsi, serta untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban 

pidana yang dapat dikenakan kepada Direksi BUMN dalam perspektif hukum 

positif Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif 

dengan tipe penelitian doktrinal dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. 

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan 

konseptual, dan pendekatan historis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang 

dianalisis secara preskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak setiap kerugian yang timbul dalam 

pengelolaan BUMN dapat dipandang sebagai tindak pidana korupsi. Sebagai badan 

usaha yang menjalankan aktivitas bisnis, BUMN tidak dapat dilepaskan dari 

kemungkinan terjadinya risiko bisnis maupun kerugian usaha yang timbul dari 

keputusan bisnis yang diambil secara sah. Oleh karena itu, suatu tindakan Direksi 

BUMN hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila terdapat 

hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan jabatan atau kewenangan yang 



 
 

x 
 

dimiliki, mengandung unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan 

kewenangan, atau pelanggaran terhadap kewajiban jabatan, memberikan 

keuntungan yang tidak sah bagi diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam 

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam tindak pidana 

korupsi tertentu, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara juga harus 

dibuktikan sebagai unsur delik, sedangkan pada beberapa bentuk tindak pidana 

korupsi lainnya pemidanaan dapat dilakukan tanpa harus membuktikan adanya 

kerugian negara secara langsung. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa perubahan pengaturan BUMN melalui 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tidak sepenuhnya menghapus 

pertanggungjawaban pidana Direksi BUMN dalam tindak pidana korupsi. 

Meskipun pengaturan BUMN menegaskan bahwa BUMN merupakan badan usaha 

yang dikelola berdasarkan prinsip korporasi dan memberikan perlindungan kepada 

Direksi yang bertindak dengan iktikad baik sesuai prinsip business judgment rule, 

Direksi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti 

melakukan tindak pidana korupsi. Pertanggungjawaban pidana tersebut dapat 

dikenakan kepada Direksi sebagai setiap orang berdasarkan ketentuan dalam 

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun sebagai pengurus 

korporasi apabila tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi. Oleh 

karena itu, perubahan regulasi BUMN tahun 2025 tidak menghilangkan 

kemungkinan pemidanaan terhadap Direksi BUMN, melainkan memperjelas 

bahwa pemidanaan harus didasarkan pada pembuktian adanya perbuatan melawan 

hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesalahan, dan terpenuhinya unsur-unsur 

tindak pidana korupsi yang didakwakan, bukan semata-mata karena timbulnya 

kerugian dalam pengelolaan BUMN. 
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ABSTRAK 

Perubahan pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2025 menimbulkan dinamika baru mengenai kedudukan 

hukum Direksi BUMN dalam sistem pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Perubahan tersebut memunculkan perdebatan mengenai kriteria tindak pidana 

korupsi yang dapat dilakukan oleh Direksi BUMN serta bentuk 

pertanggungjawaban pidananya setelah perubahan regulasi BUMN tahun 2025. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria tindak pidana korupsi yang 

dilakukan oleh Direksi BUMN dan bentuk pertanggungjawaban pidana Direksi 

BUMN setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan 

Usaha Milik Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan 

tipe penelitian doktrinal dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum yang 

menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan 

pendekatan historis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak setiap tindakan Direksi BUMN yang 

mengakibatkan kerugian perusahaan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana 

korupsi. Suatu perbuatan Direksi BUMN dapat dikategorikan sebagai tindak pidana 

korupsi apabila dilakukan dalam kaitannya dengan jabatan atau kewenangan yang 

dimiliki, mengandung unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan 

kewenangan, atau pelanggaran terhadap kewajiban jabatan, memberikan 

keuntungan yang tidak sah bagi diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perubahan regulasi 

BUMN tahun 2025 tidak menghapus pertanggungjawaban pidana Direksi BUMN 

dalam tindak pidana korupsi. Direksi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban 

pidana sebagai setiap orang maupun sebagai pengurus korporasi apabila terbukti 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, sedangkan kerugian yang timbul 

akibat risiko bisnis yang wajar tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar 

pemidanaan. 

 

Kata Kunci: business judgment rule, Direksi BUMN, pertanggungjawaban pidana, 

risiko bisnis, tindak pidana korupsi. 
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